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Pemprov DKI Raih WTP dari BPK RI

JAKARTA (Poskota) -
Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) melaporkan
hasil pemeriksaan Lapo-
ran Keuangan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Ja-
karta Tahun 2023. Dari lapo-
ran yang dipaparkan BPK,
Pemprov DKI Jakarta meraih
opini Wajar Tanpa Pengec-
ualian (WTP).

Laporan itu disampaikan
langsung Anggota V BPK,
Ahmadi Noor Supit dalam Si-
dang Paripurna DPRD DKI
Jakarta , Kamis (25/7). Si-
dang, dihadiri Pj Gubernur
Jakarta Heru Budi Hartono.

. "Berdasarkan  anali-
sis dampak-dampak per-
masalahan yang ditemu-
kan dalam proses pemer-
iksaan dengan membertim-
bangkan kesesuaian dan
kewajaran laporan keuan-
gan sesuai standar akutan-
si pemerintah termasuk ren-
can aksi perbaikan yang di-
lakukan Pemprov DKI, BPK
memberikan Wajar Tanpa
Pengecualian," kata Ahmadi
di DPRD DKI Jakarta.

Meski demikian, BPK
masih menemukan bera-
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gam permasalahan pen-
gelolaan keuangan di ling-
kup Pemprov DKI Jakarta.

Pertama aset tetap tanah
di lokasi surat izin penunjuk-
kan penggunana tanah ber-
potensi tercatat ganda, pen-
catatan bidang tanah pada
lokasi SIPPT belum selu-
ruhnya didukung WAST dari

pengembang dan penyele-
saian aset tetap konstrus-
ki dalam pengerjaan ber-
larut-larut.

Kedua, Pemprov DKI
Jakarta belum menerima
pendapatan dari sewa la-
han oleh Jakpro, Bank DKI
dan pihak ketiga lainnya, ser-
ta potensi pendapatan pe-

manfaatan barang milik dae-
rah yang belum didukung.
Lalu ketiga keruangan

‘volume atas pelaksanaan

beberapa peket pekerjaan
dan keterlambatan penye-
lesiaan pengerjaan belum
dikenakan denda.
Keempat, Pemprov DKI
Jakarta belum memiliki me-
kanisme pencatatan atas
penerimaan hibah langsung
dari Pemerintah Pusat. "Keli-
ma, penyaluran bantuan so-
sial kepada beberapa pener-
ima tidak memenuhi kriteri
pada Dinas Sosial dan Dinas
Pendidikan," tukas Ahmadi.
Lebih lanjut, atas penca-
paian itu, Ahmadi menutur-
kan Pemprov DKI Jakarta
telah mempertahankan opi-
ni WTP sebanyak tujuh kali
secara berturut-turut.
Capaian ini hendaknya
menjadi dorongan untuk se-
lalu meningkatkan akuntabil-
itas dan transparansi pen-
gelolaan keuangan daerah
serta meningkatkan kuali-
tas laporan keuangan. "Se-
hingga akan menjadi presta-
si yang patut dibanggakan,"
paparnya. (Pandi/den)



